PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

] AN ; ] N 2011
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUFATI BEKASI NOMOR 48 TAHU
TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI FEGAWAL NEGERI SIFIL

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

it

Jr=

BUPATI BEKASI,

. bahwa untuk lebih efektif dan efisien dalam peningkatan

kualitas, kompetensi, dan keahlian sumberdaya aparatur agar
berdayaguna dan berhasil guna, maka perla penyelarasan
kembali tentang peningkatan jenjang pendidiican formal yang
lebih tinggl dengan dinamika yang berkembang melalu
program pemberian Tugas Belajar d. Izin Belgjar;

dasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
Eihr:.fra al: i:-::Iii atas, mgl-;:a 'I‘u.gasEBelajar dan ]zm Belajar Bagt
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bekasi yang semmula telah ditctapkan melalui Peraturan
Bupat Bekasi MNomer 48 Tahun 2011 perlu ditinjau dan
disesuaikan kembali;

bahwa aias dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b di atas, maka pEﬂletht:ljFa tersebut
perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten n:lal&n? ng_kunga.n
Proviasi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indun:a_la
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Homor 4301);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipl
Megara |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang
Wewenang Penpganglkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 193, Tambshan Lembaran WNegara
Republik Indonesia Nomor 4014) ;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Petubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawali Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 194, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4013);

< Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik I "snesia  Nomor  4017)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
MNomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nemor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten,/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
473TH

O, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
|Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8},

10.Peraturatnn Bupati Bekasi Nomor 51 Tahun 2014 tentang

Orpanisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Belasi Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 48

TAHUN 2011 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEEKAS] :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2011 tentang
Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan F‘eme:l_".nl:ah
Kabupaten Bekasi (Berita Dacrah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 8] diubah
sebagal berikut ;

1.

B3

Ketentuan Bab il Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4
Dikecualikan dari ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf a kepada PNS dapat
ditetapkan Tugas Belajar di dalam negeri dengan tetap masih menduduki
jabatannya, sepanjang kegiatan Tugas Belajarnya di luar jam kedinasan dan
tidak meninggalkan atau tidak sepenuhnya meninggallean tupas pokok jabatan
dengan mendapatkan ijin/rekomendasi tertulis dari kepala SKPD atau pejabat

vang berwenang,.

Ketentuan Bab II Pasal 6 avat (2] dan ayat (3) diubah dan ditambah ayat (4)
barn, sehingga berbunyi sebagal berikut :

Pasal 6
(2] Persyaratan Umuin schageimana ayat (1), meliputi :
aj Berstatus scbagai Pegawai Negeri Sipil.
bl Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter Pemerintah.
¢} Pendidikan yang dikut harus ada keterkaitan dengan latar belakang
pendidikan dan/atau tugas pokok pegawai yang bersangloatan kecuali



sesual kebutithan formasi dan vang skan melanjutkan pendidikan ke
jemjang 52 dan 53,

di Tidak sedang dicalonkan dalam program beasiswa lain.

£ Tidak pernah dhgaruh: hukuman disipin  sekurang-kurangnya tingkat
sedang selama 3 (dua) tahun teralcnir,

f) Memilils PPKPNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 {dua} tahun
terakhir,

g} Telah disetujui/direkomendasikan oleh Kepala SKFPD,

(3} Persvaratan Khusus sebagaimana ayat (1), meliputi :
& Memibki pangkatl/ goiongan - | | 08
3. Minimal Pengatur Muda - 1I/a untuk melanjutkan pendidilcan ke jenjang
Diploma L. , s
b, Minimal Pengatur - [I/¢ untuk melanjutikan pendidikan ke jenjang S1
dan Diploma IV.

£, Minimal Penata Muda - III/a untuk m&lanjuﬂ{a_n pendidikan ke jenjang
a2,

d. Minimal Penata Muda Tk [ - III/b untuk melanjutkan pendidikan ke
jenjang 53,

b} Memiliki masa kerja sekurang kurangnya 2 (dua) tahun.

¢] Usia malsimum 25 tahun untuk program Diploma 1l dan &1, asia 37
- untuk program 52 dan usia 40 tahun untuk program 53.

d} Menandatangani pernyataan pengabdian.

(4} Berkas persyaratan

a] Surat persetujuan/rekomendasi/usulan Kepala SEPD;

b} Surat keterangan schat oleh dokter Pemerintah; _

¢} PPKPNS sekurang-kurangnyva bernilai baik dalam 2 (dua) tahun teralchir:

dj Surat pernyataan tidak pernab dijatuhi huluman disiplin selourang-
kurangnya tingkat sedang selama 2 [dua) tahun terakhir,

el Surat Keterangan uraian tugas ditandatangani oleh Kepala SKPD;

| Foiocopy ljazah terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang,

g| Fotocapy SK Kenaikan Pangkat terakhir d.il:galisir_pﬂ:i&batlya.ng berwenang;

h} Fotocapy SK jabatan dilegalisir pejabat yang berwenang ibila ada),

i} Surat pernvataan pengabdian bermaterai Fp. 6.000,-; .

i} Surat keterangen lulus seleksi dan surat akreditasi BAN-PT dari Perguruan
Tingei khusus program beasiswa di luar APBD.

3 Ketentusn Bab [l Pasal 7 ayat (2] diubah, sehingga berbunyi sebagai berilcut :

L

Pazal ¥
|2} Tzin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu meliputi ;
A, Persyaratan

a. Diusulkan oleh Kepala SKPD.

b. Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan vang
memilikd Falcultas/Program /Jurusan terakreditasi oleh BAN-PT.

¢. Kematan pendidikan tidak mengpanpgu kelancaran pelaksanaan iugas
jabatan (kedinasan, kecuali sifat pendidikan yang diilouti mengharuskan
memnggalkan sebagian walktu atas ijin tertulis Kepala SKPD/Pejabat
vang berwenang.

d. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

e. PPEPNS sehurang-kurangnyva bernilai baik dalam 2 [dua) tahun terakhir.

{ Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh Pegawal yang
bersangkutan. -



L

B.

B. Berkas porsyaraian
Sural Pengantar Kepala SKPD;
Surat Alcreditasi BAN-FT;
Surat jadual kuliah berjalan dari Perguruan Tingg;
Fotocopy Surat ijin Penyelenggaraan Proom-— Btudi di luar domisili
(kelas jauh) dari Menteri yang membidangi dan fjin dard Pemecrintah
Kabupaten Beliasi (khusus untuk kelas jauhy;
Fotocopy Sk Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir pejabat yang
berwenang;
Futocopy SK jabatan dilegalisiz pejabat yang berwenang (bila adal;
PPKPNS selcurang-kurangnya bernilai bail: dalam 2 (duaj tahun terakhir;
. Fatocopy ljazah terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang;

Surat pendaftaran dan/atau surat keterangan lulus selelesi.
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Ketentuan Bab IIl Pasal § diubah, schingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8
Untuk PNS Tugas Belajar, selama masa Tugas Belajar ditempatkan di SKPD
yang bertanggungjawab di Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan setelah selesai
menjalankan masa Tugas Belajar serta dinyatakan hulus akan ditempatkan
kembali ke SKPD lain sesuai formasi jabatan dan kebutuhan organisasi.

Hetentuan Bab Il Pasal 9 avat (2] diubah, sehingga berbunyi sebagai berilut :

Pasal 9@

(2) Tuniangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat {1 diberikan
terhitung sejak vang bersangkutan memulai pendidikan, terdiri dari .
a. Pendaftaran;

. Biava kontribusi semester awal (DP dan BOF};

Biava hidup : penggandaan ATK, Photocopy, da~ ~2wa komputer;

Biaya hidup : akomodasi;

Biaya hidup : transportasi;

Bantuan bulm,

Praktikum pertahap;

Pekan orientasi Mahasiswa;

Matrlkulasi;

Pakaian almamater;

Konsumsi,

Kezehatan,

—_
=
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Ketentuan Bab IV Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagal berikut :
Pogal 11
(1) Setiap pegawai yang telabh menyelesaikan tugas belajarnya, wajib mengabdi
pada Pemerintah Kabupaten Bekasi (bentuk dan format Surat Pernyataan
Pengabdian dan Surat Pernyataan Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar
tercantum dalam lampiran VI dan lampiran Vi) dengan mengilcuti ketentuan
sebagal berilnut :



Ketentuan judul BAB V diubah, schingga berbunyi sebagai berikcut :

BaB ¥

SURAT KETERANGAN MEMILIKI LTAZAH, SURAT KETERANGAN BELAJAR,
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN LJAZAH, KENATKAN PANCGRKAT

PENYESUAIAN LJAZAH DAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai beriloat :

Pasal 12

(1] SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

L

b

PNS vang pada saat diangkat sebaga CPNS memiliki fjazah lebih tingg
dari tingkat ijazah pada surat keputusan pepsangkatan sehagal PN,
paling lambat & (enam) bulan harus melapor kepada Kepala Badan
Kepegawaian Daerah dan kepada vang bersangkutan dapat diberikan
Surat Keterangan Memiliki ljazah (SKMI).

SEMI tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengikuti Ujian Kenaikan
Panglat Penyesuaian ljasah.

Surat Keterangan Memilili ljazah dapat diberikan kepada CFN3 dengan

keetentuan :

a. Bideng pendidikan relevan dengan bidang pendidikan sebagaimana
tercantum pada surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS atan
tidak berbeda formasi.

b. Bidang pendidikan relevan dengan tugas pokok dan fungsi vang
bersanpkutarn.

c. [jazah diperoleh dan lembaga pendidikan neper] atau swasta vang telah
mendapatkan persetuyjuan izin penyelenggaraan dari Menteri yang
membidangi dan bukan merupakan pendidikan kelas/jaral jauh.

d. Fakultas/Program/Jurusan vang ditempuh minimai mendapatkan
alireditasi B oleh BAN-PT.

Bentuk dan format Surat Keterangan Memilild [jazah tercantum dalam
lampiran II1.

{2) SURAT KETERANGAN BELAJAR

1.

hJ

CPNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS sedang menempuh
pendidikan yang lebih tinggi, paling lambat 3 (tira) bulan harus melapor
kepada Kepala Badan Hepegawaian Daerah untuk mendapatkan Surat
Keterangan Belajar, :

Surat Keterangan Belajar dapat diberikan kepada CPNS dengan
ketentuan :

a. Bidang pendidiken vang dilkuti harus mempunyal relevansi dengan
tugas pokok dan fuangsi pada SKPD yang bersanglutan serta
pendidikan yang dijadikan dasar pengangkatan CPNS.

. Tempat melzksanakan pendidikan pada lembaga pendidiken negeri
atau swasta vang telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan
dari Menteri vanpg membidangi dan bukan merupakesn pendidikan
kelas/jarak jauh. ¢

c. Fakultas /Program/Jurusan yang ditempuh minimal mendapatkan

akreditasi B cleh BAN-PT.

l:__'l"



d. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja cdin tidak
mengganggy kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
¢ Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS vang bersanglutan.

3 Bentuk dan formar Surat Keterangan Belajar tercantum dalam
lamparan IV,

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN LJAZAH

..

|. Untuk proses penyesuaian pangkat, pegawai yang mendapat 1zin belajar
sctelah menyelesaikan pendidikan harus mengikuti dan lulus Ujan
Penyesuaian [jazah

Ujian Kenaikan Panglkat Penyesuaian [jazah diselenggarakan oleh
Pemerintah Kzbupaten Bekasi dan/atau mengirimkan peserta ujian ke
Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Instansi lain,

4
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Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazeh terdiri dan :

a Ujian Kenaikan Panghkat Penyesuaian [jazah Tingkat [ bagi PNS yang
memperoleh/ memiliki [jazah SLTA, Diploma | atau sederajat,

b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah Tingkat 1T bagi PNS yvang
memperoleh, memiliki [jazah Dipiema II, Diploma III atac sederajat.

¢, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian [jazah Tingkat I bagi PNS yang
memperoleh, memiliki ljazah Diploma TV, S1, Profesi atau sederajat.

d. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian [jazah Tingkat IV bagi PNS vang
memperoleh/ memilikd ljazah S2, 53 atau sederajat.

4. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian [jazah dilkuti oleh PNS yang

memilild Tjazah, ditambah dengan Izin Belajar atau Surat Keterangan

Memiliki [jazah atau Surat Keterangan Belajar.

5. PNS vang telah memenuhi ketentuan di atas dapat mengilout Ujian
Kenailian Pangkat Penycsuaian ljazah, apabila telah memenuhi panghkat
golongan ruang dan masa kerja golongan sebagai berikut :

a. ljazah SLTP atau sederajai, serendah-rendahnya memilild panghkat
golongan ruang Juru Muda Tk. 1 (I/b) dan sekurang-kurangnya telah 1
[satu) tabun dalam pangkat terakhir.

b, [jazah SLTA, Diploma I atau sederajat, serendah-rendahnya memilild
pangkat golongan ruang Juru (I/c) dan sckurang-kurangnya telah 1
(satu] tahun dalam panghkat terakhir.

¢. ljazah Diploma II, Diploma Il atau sederajat, serendah-rendahnya
mermiliki pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/b] dan sekurang-
kurangnya telah 1 {satu) tahun dalam pangkat teraldhir,

d. ljazah Diploma [V, 51 atau sederajat, serendah-rendahnya memilila
pangkat golongan ruang Pengatur (II/¢) dan sekurang-kurangnyva telah
1 {satu) tahun dalam pangkat teralkhir. r

e. Jazah S2, 53, Profesi atau sederajat, serendah-rendahnya memiliki
pangkat golongan ruang Penata Muda (lII/a} dan sekurang-kurangnya
telah 1 [satu) tabun dalam pangkat terakhir.

|4} KENAIKAN PANGEAT PENYESUAIAN LIAZAH

Hagi PNS yang diberikan ljin Belajar atau seclesai menjalani Tugas Belajar
serta telah mempercleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat

diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan tingkat ijazahnya dengan
ketentuan :
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Mendudulki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan
atay Keahlian sesual dengan ijazah yang diperoleh.

Bag fasah 51 yang berpangkat golongan dibawah II/d (pengatar
tingkat I harus lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Bag ijasah 52 dan memiliki pangkat golongan HIfa (penata muda) harus
lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Bagi ijasah S$3 dan memiliki pangkat golongan III/b (penata muda
tingkat 1) harus lulus ujian kenaikan pangkal penyesuaian jjazah.

Setiap unsur penilaian prestasi kerja selurang-kurangnya bernila: baik
daelam 2 (duaj tahun terakhir.

Memenuhi angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduia jabatan

fungsional tertentu/khusus. : ;
Formasi pada SKPD tempat yang bersanglutan bekerja tersedia untuk

a

kenaikan panghkat tersebut.

PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK

1

Untuk Pegawai Negeri Sipil yang diberikan [jin Belajar dan telah
menyelesaikan pendidikannya, apabila pangkatnya telah sesuai atau
setingkat atau lebih tinggi dari jjasah yang dimiliki apar melapor ke
Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk diterbitkan Lkeputusan
pengakuan ijazah untuk jenjang karir dan jenjang panglkat alkhir
terhadap tingkat pendidikan.

PNS vang selesal dan lulus Tugas Belajar yang memiliki pangkat setara
pendidikan dengan ijasah yang diperoleh dapat menggunalan gelar tanpa
keputusan pengalnan jazah/ijin penggunaan gelar,

PNS vang selesal dan lulus Tugas Belagjar yang memilila jjasah belum
setara dengen pangkat vang dimiliki, udak diperbolehkan mengsunakan
zelar akademiknys, vang bersangkutan dapat menggunakan gelar ketika
panghkat telah setara; y

PNS vang dapat mengsjukan Permohonan Penggunaan Gelar, apabala

telah memenuhi pangkat / golongan ruang sebagai berikout ;

a. ljazah Diploma I, Diploma III atau sederajat, serendah-rendahnya
memilili pangkat golongan ruang Pengatur (11/¢).

b. ijazah Diploma [V, S1 atau sederajat, serendah-rendahnya memilila
pangkat golongan ruang Penata Muda (I1i/ a}.

¢, ijazah 52, 33, Profesi atau sederajat, serendah-rendahnya memilikd
pangkat gelongan ruang Penata Muda Tk. I {IT7/b)

PNS mengajukan Surat ljin Penggunaan Gelar Akademik kepada Kepala

Badan Kepegawaian Daerah dilampiri | I

a. Foto kopl Surat Keterangan Memilili Hazah atau Surat Keterangan
Belajar atau Surat [zin Belajar atau Surat Keputusan Tugas Belajar
(dilegalisas),

b. Foto kopi STTE atau ljazah dan daftar [ transkrip nilai dari lembaga
pendidikan (dilegalisasi).

c. Surat Keterangan uraian tugas yang bersangkutan dan atau atasan
langsungnya dari Kepala SKPD (asli).

d. Fotocopy DP-3 1 (satu) sata tahun terakhir [dilegalisasi).

€. Fotocopy SK pangkat dan atau jabatan terakhir |dilegaiisasi),

Bentuk dan format Penggunaan Gelar Akademik tercantum dalam
lampiran V.
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Ketentuan-ketentuan Pasal 123 diubah, sehingega berbunyi sebagai berilout ;

Peszal 13

Untuk menjamin legalitas dan lualitas pegawai yang melaksanakan Tugas
Belajar dan Izin Belajar, status Perguruan Tinggi yang menjadi tajuan/tempat
untuk tugas belajar adalah lembaga pendidikan tinggl negeri atau swasts yang
memililk fakultas /program/jurusan dengan akreditasi A dan untuk izin belajar
minimeal akreditasi B vang dikeluarkan oleh Badan - atau Lembaga vang
berwenang sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
herlaku, keeuali untuk Perguruan Tinggi yang berdomisih di wilayah
Jabodetabek apabila belum ada faloaltas /Program/jurasan yuang memiik
Akreditas: A dapat menggunakan {akultas/program/jurusan yang memiliki
Alkreditasi B untuk Tugas Belajar dan Perguruan Tinggl yang berdomusili di
wilayval, Kabupaten/Kota Bekasi belum ada fakultas/program/jurusan yang
belum memiliki Alkreditasi B dapat menggunakan fakultas/program/jurasan
vang memiliki akreditasi C untuk ljin Belajar dengan jurusan yang dituju telah
ditetapkan dan/atau dibinkan sesuai kebutuhan formasi.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati

it dengan Penempatannyva dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Dhtetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Maret 2015

BUPATI BEKASI,

trel.

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 12 Maret 2015

| SEKRETARIS DAERA

JPATEN BEKASI 7«;{

i/[\l—l- MUHYIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 12




